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Abstract 
The aim of this research is to ascertain the management of non-metallic mineral and rocks 
tax supervision at the office for management of regional revenue, finance and assets Palu. This is a 
qualitative research which emphasizing on the process and elucidating or social reality that is not 
examined or measured strictly from the aspect of quantity or frequency. Qualitative research is 
focused on social reality construction, reaction between the researcher and the sample, situational 
constraints which covering a research, and heavy character of a research. The focus of this 
research is to elucidate how social symptom is set up and clarified. The techniques of the data 
analysis are data reduction, data presentation, and data verification. The result of this research 
shows that the supervision of the management of non-metallic mineral and rocks tax in this case 
the taxation has been running properly, but deception still occurs in practice. It can be concluded 
that the supervision of taxation is less optimal. The supervision conducted by DPPKAD office Palu 
City toward the management of non-metallic mineral and rocks tax is basically sought to increase 
the income of Palu City especially from non-metallic mineral and rocks tax sector, so, by making 
the tax supervision effective, it is expected to improve the target achievement which has been 
established every fiscal year, even further improved so as the income from the tax management can 
contribute to the development and the progress of Palu City 
Keywords: The Management of Non-Metallic Mineral and Rocks Tax Supervision 
 
Otonomi daerah merupakan suatu 
proses yang memerlukan tranformasi 
paradigma dalam penyelenggaraan 
pemerintah di daerah. Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
memberikan definisi bahwa “ otonomi daerah 
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan”. Tujuan pemberian otonomi 
daerah pada hakikatnya ditujukan untuk 
memberikan kekuasaan dan kesempatan 
kepada daerah untuk menyelenggarakan 
otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab mulai dari perencanaan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 
Pendapatan asli daerah merupakan 
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah, yang bertujuan untuk 
memberikan keleluasaan kepada daerah 
dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai 
perwujudan asas desentralisasi.  
Pajak mineral bukan logam dan batuan 
merupakan perubahan nama dari pajak 
pengambilan bahan galian golongan C. Hal 
ini terjadi setelah adanya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah yang kemudian diikuti 
dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan  adalah 
pajak atas kegiatan pengambilan mineral 
bukan logam dan batuan, baik dari sumber 
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alam dan permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan. Selain itu, Mineral bukan 
logam dan batuan adalah mineral bukan 
logam dan batuan sebagaimana dimaksud 
didalam peraturan perundang-undangan 
dibidang mineral dan batubara. 
Pajak atas kegiatan pengambilan bahan 
galian golongan C sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Menurut 
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 43 Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dipungut pajak atas kegiatan pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan. 
Pemerintah Daerah Kota Palu 
membutuhkan dukungan anggaran yang 
memadai bagi keberlanjutan pemerintahan 
dan pembangunan terutama pada sektor-
sektor yang berhubungan langsung dengan 
kebutuhan masyarakat, untuk itu Pemerintah 
Daerah memaksimalkan peningkatkan 
pendapatan daerah secara terus menerus. 
Perkembangan pendapatan daerah melalui 
penerimaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan di Kota Palu sebagai berikut: 
Manajemen pengawasan pajak dan 
retribusi daerah harus dilakukan secara 
cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah 
perlu memiliki sistem pengendalian yang 
memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur 
dan kebijakan manajemen yang telah 
ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan 
penyederhaan prosedur administrasi yang 
bertujuan untuk memberi kemudahan bagi 
wajib pajak dan retribusi daerah sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 
membayar pajak. Untuk dapat menjalankan 
peranan tersebut, keberadaan sumber daya 
manusia yang ada pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kota Palu merupakan komponen 
yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan 
suatu organisasi akan dipengaruhi oleh 
kemampuan dan kekuatan sumber daya 
manusia yang ada didalamnya, telah 
dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin pada 
setiap level untuk mengorganisir dan 
mengelola sumber daya yang ada dan juga 
perlu adanya peran institusi yang dapat 
menjembatani antara pihak wajib pajak dan 
retribusi dengan pemerintah daerah dalam hal 
ini DPPKAD Kota Palu. Adanya institusi 
dapat menghindari terjadinya informasi yang 
tersembunyi (adverse selection) karena 
adanya rule of the game baik formal maupun 
informal sehingga informasi yang diterima 
wajib pajak utuh (tidak Asymmetric 
information). Hal ini dapat mengurangi 
transaction cost dalam melaksanakan 
penagihan terhadap wajib pajak. 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah 
menuntut adanya kesiapan sumber daya dan 
sumber dana. Sebagai akibat konsekuensi 
pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah 
Daerah Kota Palu melalui DPPKAD Kota 
Palu dituntut untuk dapat menggali potensi 
sumber-sumber keuangan daerah dengan 
berbagai cara. Pemerintah Daerah harus 
mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan 
pajak dan retribusi daerah dari objek pajak 
dan retribusi daerah yang sudah ada dan 
mencari objek pajak dan retribusi daerah yang 
baru dan potensial. Pajak dan retribusi daerah 
merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah. 
Mengacu pada uraian sebelumnya, 
maka permasalahan yang dikemukan pada 
penelitian ini adalah: “ Bagaimana 
Manajemen Pengawasan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan di Kantor Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Palu”. 
Adapun tujuan utama penelitian ini 
adalah Untuk mengetahui Manajemen 
Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. 
Menurut P. Siagian (2004; 112) 
Pengawasan adalah proses pengamatan 
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 
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dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan hubungan yang sangat 
erat antara perencanaan dan pengawasan 
sehingga jelas bahwa tanpa rencana 
pengawasan tidak mungkin dilaksanakan 
karena tidak ada pedoman untuk melakukan 
pengawasan.  
Sebagai bagian dari aktivitas dan 
tangung jawab pimpinan, menurut Soeharyo 
dan Effendi (2003; 108) sasaran pengawasan 
adalah mewujudkan meningkatkan efisiensi, 
efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam 
pencapaian tujuan dan pelaksanakan tugas-
tugas organisasi. Adapun pengertian 
pengawasan (S. Handayaningrat, 1980; 143) 
adalah suatu proses dimana pimpinan ingin 
mengetahui apakah hasil pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan oeh bawahannya 
sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau 
kebijaksanaan yang telah ditentukan. 
Selanjutnya Siagian (1981; 21) 
mengemukakan bahwa pengawasan adalah 
proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh 
kegiatan organisasi untuk menjamin agar 
semua pekerjaan yang sedang dilakukan 
berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan.  
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hasil 
pengawasan harus ditindak lanjuti. Tanpa 
tindak lanjut maka kegiatan dan hasil 
pengawasan akan kehilangan artinya akan 
berdampak kekeliruan, kekurangan, 
kelemahan dan lain-lain yang ditemukan akan 
dibiarkan atau diulang kembali. Tindak lanjut 
berarti kesediaan dan usaha pihak yang 
diawasi memperbaiki kekurangan, kelemahan, 
kekeliruannya, termasuk juga kesediaan dan 
usaha pimpinan atau manajer sebagai atasan 
langsung membantu dan mengawasi 
pelaksanaanya. Tindak lanjut tidak sekedar 
terhadap temuan atau hasil pengawasan yang 
negatif, tetapi juga yang positif dengan 
memberikan penghargaan, karena 
pelaksanaan pekerjaan yang diawasi telah 
berlangsung secara efektif dan efisien. 
Beberapa Undang-Undang yang 
mengatur tentang Pajak Daerah sejak 
diberlakukannya otonomi daerah yaitu: 
1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
Dalam Undang-Undang tersebut 
mengatakan bahwa Pajak Daerah, yang 
selanjutnya disebut pajak, adalah iuran 
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada Daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 
pembangunan Daerah 
2. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 
merupakan penyempurnaan dari UU No. 
18 Tahun 1997, terjadinya penyempurnaan 
tersebut karena UU tersebut disesuaikan 
dengan perkembangan daerah sehingga 
Pemerintah melakukan penyempurnaan. 
UU No. 34 Tahun 2004 mengandung 
makna bahwa  Pendapatan Asli Daerah, 
yang antara lain berupa Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, diharapkan menjadi 
salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan Daerah, untuk 
meningkatkan dan memeratakan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian, Daerah mampu melaksanakan 
otonomi, yaitu mampu mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri. 
Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai 
dengan pembentukan undang-undang ini, 
maka undang-undang ini menetapkan 
ketentuan-ketentuan pokok yang 
memberikan pedoman kebijakan dan 
arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan 
pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus 
menetapkan pengaturan untuk menjamin 
penerapan prosedur umum perpajakan 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
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3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah  
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah adalah penyempurnaan 
dari UU No. 34 tahun 2000, dilakukannya 
perubahan terhadap undang-undang 
tersebut karena perlu di sesuaikan dengan 
kebijakan otonomi daerah. Makna dari UU 
No. 28 Tahun 2009 yaitu Pajak  Daerah,  
yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah  
kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi  atau  badan  
yang  bersifat  memaksa  berdasarkan 
Undang - Undang,  dengan  tidak  
mendapatkan  imbalan  secara  langsung  
dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  
bagi sebesar - besarnya kemakmuran 
rakyat. 
Jenis–jenis Pajak Daerah berupa: 
- Pajak Kendaraan Bermotor 
- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
- Pajak Air Permukaan  
- Pajak Rokok 
- Pajak Hotel dan Restoran 
- Pajak Hiburan 
- Pajak Parkir 
- Pajak Mineral Bukan Logam 
- Pajak Reklame dan  
- Pajak Penerangan jalan 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 
2001 tentang Pajak Daerah 
Pajak daerah Kabupaten/Kota, khususnya 
yang menyangkut masalah tarif pajak 
Kabupaten/Kota ditentukan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2001 tentang Pajak Daerah dan 
perlakuannya sama dengan tarif yang 
terdapat dalam Undang-undang pajak 
daerah. Tarif tersebut merupakan tarif 
tertinggi yang dapat ditetapkan oleh 
pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam 
pemungutan pajak daerah. 
Menurut pendapat George R Terry 
(2012; 170) pengawasan terdiri atas empat 
faktor yaitu: a) kualitas, b). kuantitas, c). 
waktu yang digunakan (jadwal), dan d) biaya. 
Pengertian dari faktor-faktor tersebut sudah 
cukup jelas kegiatan Sedangkan menurut 
tersebut menghasilkan pengwasan kualitas, 
kuantitas, waktu (jadwal), dan pengendalian 
biaya. 
 
METODE 
 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
kualitatif yang menekankan pada proses dan 
pemaknaan atau realitas sosial yang tidak 
diuji atau diukur secara ketat dari segi 
kuantitas ataupun frekuensi. Penelitian 
kualitatif ditekankan pada konstruksi realitas 
sosial, reaksi antara peneliti dengan yang 
diteliti dan kendala situasional yang 
melingkupi penelitian, serta sifat sarat dari 
penelitian. Fokus penelitian kualitatif untuk 
menjelaskan bagaimana gejala sosial dibentuk 
dan diberi makna. 
Untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian diperlukan teknik pengumpulan 
data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh 
sesuai dengan yang 
diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah 
yang ada. Adapun pengumpulan data 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi 
Yaitu pengumpulan data dengan cara 
melihat dengan dekat keadaan obyek 
penelitian atau mengamati langsung 
terhadap obyek yang diteliti.  Untuk 
mengetahui aktivitas dari obyek 
penelitian dan peristiwa-peristiwa yang 
mendukung tujuan penelitian. 
2. Wawancara (Interview) 
Yaitu pengumpulan data dimana peneliti 
secara langsung mengajukan pertanyaan 
terhadap narasumber untuk memperoleh 
data atau informasi yang berkaitan 
dengan kajian penelitian. Wawancara 
dilakukan untuk menggali data secara 
mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dalam fokus penelitian. 
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3. Dokumentasi 
Yaitu merupakan suatu cara untuk 
memperoleh data dengan melakukan 
pencatatan sumber-sumber data yang ada 
pada lokasi penelitian. Data ini 
merupakan data sekunder dan data-data 
pada umumnya sudah ada, yaitu: arsip-
arsip, dokumen atau surat keputusan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Pengawasan merupakan hal yang sangat 
penting dalam setiap kegiatan bersama yang 
bertujuan untuk mencegah sedini mungkin 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan, 
pemborosan-pemborosan dan kegagalan-
kegagalan dalam pencapaian tujuan 
organisasi. Dalam kegiatan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Palu yang berusaha untuk memasukkan uang 
kedalam kas daerah dan menutupi 
pengeluaran-pengeluaran daerah, termasuk di 
dalamnya penerimaan dari Pajak mineral 
bukan logam dan batuan. Apabila 
pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik 
dalam pengelolaan pajak daerah maka akan 
mewujudkan efesiensi, efektifitas dan 
kehematan serta ketertiban. 
Pengawasan atas kepatuhan wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya adalah faktor yang penting 
dalam administasi perpajakan. Proses 
pengawasan pajak umumnya dilakukan 
melalui pemeriksaan (audit) untuk 
mendapatkan infomasi apakah penghitungan 
dan pembayaran pajak telah menggunakan 
basis pajak yang sebenarnya. Dengan 
melakukan pengawasan secara efektif 
terhadap pengelolaan pajak daerah Kota Palu 
akan berdampak positif terhadap kemajuan 
pertumbuhan pendapatan daerah Kota Palu 
yang berdampak pula terhadap kesejahteraan 
masyarakatnya. 
 
 
Manajemen Pengawasan pada Kantor 
DPPKAD Kota Palu Ditinjau Dari Aspek 
Kualitas Kerja Pegawai 
Kualitas pegawai kantor DPPKAD kota 
Palu, dapat terlihat dari peningkatan kinerja 
pegawainya, Pengukuran kinerja merupakan 
alat manajemen untuk meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda 
yaitu pengukuran sendiri dan evaluasi kinerja 
dimana kedua hal tersebut terlebih dahulu 
harus ditentukan tujuan dari suatu program 
secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan 
jembatan antara perencanaan strategik dengan 
akuntabilitas sehingga pegawai kantor 
DPPKAD Kota Palu dapat dikatakan berhasil 
jika terdapat inidkator-indikator atau ukuran-
ukuran capaian yang mengarah pada misi 
tanpa adanya pengukuran kinerja yang sangat 
sulit dicari pembenaran yang logis atas 
pencapaian misi kantor DPPKAD tersebut.  
Berdasarkan asumsi tersebut peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa kantor DPPKAD Kota 
Palu sudah merencanakan untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(petugas pajak) dengan mengadakan pelatihan 
pengelolaan pajak agar nantinya pegawai 
mampu memberikan pelayanan kepada wajib 
pajak yang akan berdampak bagi 
pertumbuhan pendapatan asli daerah dari hasil 
pajak tersebut dan segala tujuan kantor 
DPPKAD dapat berjalan secara efektif dan 
efisien. 
 
Manajemen Pengawasan pada Kantor 
DPPKAD Kota Palu Ditinjau Dari Aspek 
Kuantitas Kerja Pegawai 
Kuantitas  adalah segala bentuk satuan 
ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja 
dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang 
dapat dipadankan dengan angka. Setiap 
pegawai DPPKAD Kota Palu memiliki tugas 
kerja yang dilaksanakan oleh seseorang 
pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam 
kerja penggunaan waktu tertentu dan 
kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan 
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tanggung jawabnya serta bentuk pelaporan 
hasil pengelolaan pajak daerah Kota Palu.  
Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat 
dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. 
Jumlah kerja adalah banyaknya tugas 
pekerjaanya, dapat dikerjakan. Penggunaan 
waktu adalah banyaknya waktu yang 
digunakan dalam menyelesaikan tugas dan 
pekerjaan. Banyaknya hasil kerja sesuai 
dengan waktu kerja yang ada, yang perlu 
diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa 
cepat pekerjaan dapat diselesaikan.  Dengan 
kuantitas kerja pegawai yang terus dilakukan 
pengawasan oleh pimpinan DPPKAD Kota 
Palu di evaluasi melalui pelaporan yang baik 
pula tentunya tujuan pengelolaan pajak daerah 
kota palu akan terwujud sehingga pendapatan 
asli daerah Kota Palu akan terus bertambah 
dan tentunya pembangunan Kota Palu akan 
semakin maju.  
 
Manajemen Pengawasan pada Kantor 
DPPKAD Kota Palu Ditinjau Dari Aspek 
Jadwal Kerja Pegawai 
Dalam pelaksanaan jadwal kerja 
pegawai DPPKAD sudah diatur dalam aturan 
dan mekanisme kerja pegawai negeri sipil 
namun yang ingin peneliti bahas tentang 
jadwal kerja pegawai DPPKAD terfokus pada 
pelaksana tugas kerja pegawai dilapangan 
dalam berhubungan langsung dengan wajib 
pajak tentang pelaksanaan pengelolaan pajak. 
Petugas DPPKAD dalam melaksanakan tugas 
tentunya harus berlandaskan pada standart 
operasional (SOP) kerja pegawai namun 
petugas DPPKAD Khususnya petugas 
pengelolaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan tidak memiliki standart operasional 
(SOP) secara jelas dan transparan baik dalam 
SOP sistem penerimaan pajak, SOP sarana 
dan prasarana, dan SOP penentuan standart 
penerimaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan.  Permasalahan ini harus segera 
diselesaikan sehingga proses kerja petugas 
pengelolaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan paham terhadap tugasnya dan mampu 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
wajib pajak.  Berdasarkan hasil penelitian di 
atas pimpinan DPPKAD kota Palu harus lebih 
mengoptimalkan pengawasan jadwal kerja 
petugas pengelolaan pajak khususnya petugas 
lapangan pengelolaan pajak mineral bukan 
logam dan batuan sehingga dapat bekerja 
secara professional dan tidak merugikan wajib 
pajak, dan juga memberlakukan pembayaran 
pajak secara on line sehingga harapan untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah kota 
Palu dapat terwujud. 
 
Manajemen Pengawasan pada Kantor 
DPPKAD Kota Palu Ditinjau Dari Aspek 
Biaya Kerja Pegawai 
Berdasakan peraturan walikota nomor  
9 tahun 2008 sudah jelas mengatur tentang 
pengunaan biaya kerja pegawai yang dapat 
terkontrol pengunaannya secara efektif dan 
akuntabel berdasarkan data laporan tahunan 
masing-masing bidang sehingga proses kerja 
dapat berjalan sesuai dengan tujuan kerja 
kantor DPPKAD dalam pengelolaan pajak 
daerah. Pendapatan Asli Daerah yang 
merupakan salah satu sumber penerimaan 
daerah yang berasal dari pengelolaan potensi 
yang ada di daerah dalam pelaksanaan 
otonomi daerah diharapkan perkembangannya 
dari tahun ke tahun dapat semakin meningkat. 
 
Efektifitas Pengawasan DPPKAD Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kota Palu  
Pengawasan dalam pelaksanaan 
pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan 
batuan dalam hal ini pemungutannya sudah 
berjalan dengan semestinya, namun tetap saja 
terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya. 
Hal ini dapat dikatakan kurang optimalnya 
pengawasan terhadap kegiatan pemungutan 
pengelolaan Pajak tersebut. Pelaksanaan 
kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh 
kantor DPPKAD Kota Palu terhadap 
pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan 
batuan pada dasarnya diupayakan untuk 
meningkatkan penerimaan pendapatan asli 
daerah kota palu khususnya dari sektor Pajak 
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mineral bukan logam dan batuan, sehingga 
dengan upaya mengefektifkan kegiatan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan 
batuan tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan pencapaian target yang telah 
ditetapkan setiap tahun anggarannya bahkan 
lebih ditingkatkan lagi sehingga pendapatan 
asli daerah kota Palu dari pengelolaan pajak 
dapat memberikan konstribusi terhadap 
pembangunan dan kemajuan Kota Palu.   
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan  
Pengawasan atas kepatuhan wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya adalah faktor yang penting 
dalam administasi perpajakan. Proses 
pengawasan pajak umumnya dilakukan 
melalui pemeriksaan (audit) untuk 
mendapatkan infomasi apakah penghitungan 
dan pembayaran pajak telah menggunakan 
basis pajak yang sebenarnya. Dengan 
melakukan pengawasan secara efektif 
terhadap pengelolaan pajak daerah kota Palu 
akan berdampak positif terhadap kemajuan 
pertumbuhan pendapatan daerah kota Palu 
yang berdampak pula terhadap kesejahteraan 
masyarakatnya.  
 
Rekomendasi  
1. Pimpinan DPPKAD Kota Palu harus 
meningkatkan program-program dalam 
pengelolaan pajak mineral bukan logam 
dan batuan agar dapat meningkatan 
pendapatan asli daerah demi kemajuan dan 
pembangunan Kota Palu 
2. Pimpinan DPPKAD Kota Palu segera 
menerapkan pembayaran pajak secara 
online agar mempermudah wajib pajak 
dalam melalakukan pembayaran pajak 
mineral bukan logam dan batuan serta 
membantu pegawai DPPKAD dalam 
melakukan pengecekkan terdapat wajib 
pajak yang belum melakukan pembayaran 
pajak tepat pada tanggal jatuh tempohnya. 
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